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ABSTRAK

Gagasan mulia persamaan hak antar generas! untulc memanfaatkan sumberdaya, yang
secara populer dirujuk sebagal Pembangunean Berkelanjulan (PB) atau Sustainable Development,
sebenarnya mencakup liga dimensi utema yaitu dimensi economic viabilty, dimensi socio politic
acceptability dan dimensi environmental compatibility. Pengelolaan perikanan perairan darst
selayaknya mencakup semua kepulfusan dan lindaken yang berkaifan dengan sumberdaya, yang
bertujuan  unfuk  meningkathen kesejahieraan masysrakal ferkalf den  untuk  melestarik an
keanekaragaman plasma nutfah sumbsrdaya perikanen, Pengembangan sistem suaka perikenan
darat adaleh salah salu perangkat pengelolaan perikanan perairan doraf Reserval atau Suaka
Perikanan dapat didsfinisikan sabagal suatu perairan, bsik bahari alav air tewar, yang mempunysi
bagian-bagisn yeng ikannya lidal bolsh ditangkap oleh siapapun, kapanpin dengan cara apspun.
Pengembangan svaka perikanan perairan darat modern ditunjukien dapat memenufi kedua tujuan
tersebut dialas dan sehaligus juga merupakan confoh lain pensrapen Strategi Pesmbangunan
Berkalanjutan, Makalah ini akan menjelaskan secara garis besar landasan filosofis dan limno-
biologis periunya pengembangan sistem suahe parikanan, pengafaman dan altemalif penerapan
sistern, polensi pengembangan kontribusinya untuk industri  ekowisala dan naskah akademik
petunjuk teknis pangelolaan, riset ilmish yang masth diperiukan unlulc pengembangan sistem
suaka. Akan ditawarkan pula sualu skenario operasional pengembangan sistem suaka perikanan
parairan darat of indonesia.

Kata -kunci: pembangunan berkelanjutan, suaka perikanan, economic wiability, socio-political
acceptability, environmental compalibility, ekowis ala

ABSTRACT

Noble fdea on Intergeneration equity o Ulitize natural resource is popilarly refer as
Sustainable Development (SD). Sustainable Development consists of three main dimensions that
are aconomic viability, socic-palitic acceptability and environmental capability. Infand waler fisheries
management s a human endeavor thal should cover all decisions and activities relsted o
resources, which is orfented towerds the enhancement of community welfare and conservation of
fish bio-diversity. Development of fishery reserve System is a kind of management (ool for intand
fishary management. Intend fishery reserve could be defined as a water body, that has (a) pari(s)
whare its fishes ks prohibited fo be caplure by any methods, & any time and by anyone. Fishery
reserve system was shown capable to meet the objectives of Inland fishery management, while a
the same lime also a kind of exampls for implementation of Sustainablie Development strafegy. This
paper described in general, the philosophical and limnological foundations on the imporiarice of
fishery reserve development, experiences and alffematives on the system implementalion, its
contribution for acotourism and academic document for the development of guidelines. Besida the
research that was stifl required for infand fishery development, the operational scenario for
Indonesian infand waler fishery raserve development is also proposad.

Keywords: sustainable development, fishery reserve, economic viability, socie-palitical
acceptability, environmental compatibilily, ecotourism.
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1. PENDAHULUAN
Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari Pembangunan Wilayah

Pembangunan perikanan perairan darat sebenarnya adalah bagian dari pembangunan
wilayah. Pembangunan wilayah sebagai suatu proses perubahan struktural di suatu wilayah,
sebenarnya juga  merupakan perangkat untuk meningkatkan dan memadukan usaha
pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di dalam suatu negara, Proses pembangunan
witayah biasanya dilakukan dalam rangka memicu reformasi dan pefsamaan kesempatan sosial,
meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menghubungkan
pembangunan peikotaan dan pembangunan pedesaan serta menselaraskan kegiatan
pembangunan dengan aspek-aspek lingkungan. Pembangunan wilayah di negara berkembang
seperti Indonesia saat ini terkait dengan aneka tantangan, dalam aneka bentuk seperti
globalisasi, perubahan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, demokrasi, desentralisasi dan
partisipasi sosial,

2 TIGA DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan beikelanjutan atau Sustainable Development dapat didefinisikan sebagai
kegiatan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan
atau mengganggu kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada
tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi keberlanjutan pertumbuhan
perekonomian {(economic viability) dimensi penerimaan secara sosto-politik (socio-politic
acceplability) dan dimensi kesesuaian lingkungan (environmental compatibility). Penerapan
dimensi Keberlanjutan pertumbuhan ekonoml mempunyai arti bahwa kita harus menciptakan
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang tumbuh. Hal inl dapat dicapai
melaluj efisiensi yang lebih tinggi dalam hubungan antara pemanfaatan sumberdaya (resource
use) dan pertumbuhan (growth). Dimensi penerimaan secara sosio-politik mempunyai makna
adanya persamaan hak dan keadilan dalam  distribusi pengusaaan sumberdaya yang
mencakup aspek-aspek seperti pemberdayaan dan pengembangan partisipasi rakyat dalam
pengelolaan sumberdaya, mobilitas sosial, keterikatan sosial, jdentitas  kultural dan
pengembangan kelembagaan. Penerapan secaia operasional dimensi kesesuaian lingkungan
harus diarahlkan kepada pemeliharaan integritas ekologis suatu sumberdaya, Menurut Carr &
Dudley dalam WOODLEY (1999), integritas ekologis atau ecological integrity dapat didefinisikan
sebagai kemampuan suatu sistem untuk mendukung atau memelihara komunitas organisme
yang seimbang, terintegrasi dan mempunyai komposisi jenis serta organisasi fungsional yang
setara dengan habitat alamiah daii wilayah yang bersangkutan.
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3. PEMBANGUNAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BAGIAN DARI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Perikanan penangkapan di perairan darat adalah kegiatan pengambilan sumberdaya alam

yang hampir setua sejarah manusia di bumi, meskipun tingkat kepentingannya semakin
menurun pada dasawarsa terakhir, Menurunnya tingkat perikanan perairan darat adalah akibat
kegiatan berlebihan dari manusia seperti pembuatan waduk, navigasi, reklamasi lahan basah
untuk pertanian, urbanisasi, pengambilan dan pemindahan air serta pembuangan limbah.
Perikanan perairan darat menurut FAQ (1997) didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang
difakukan untuk mengambil ikan dan organisme akualik lainnya dari perairan daraf. Perikanan
penangkapan pada prinsipnya adalah kegiatan mengambil organisme akuatlk dari perairan darat
alami (natural infand water, seperti danau, sungai atau rawa-rawa) atau dari perairan darat
alami yang dimodifikasi (enhanced infand water, seperti waduk dan kanal irigasi). Atas dasar
proses penyediaan stok ikan yang dapat dimanfaatkan, perikanan penangkapan di perairan
darat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

a Perikanan penangkapan yang ditingkatkan (enhanced fisheries). suatu perikanan yang
dikembangkan melalui akiivitas yang ditujukan untuk menambah atau mendukung laju
peremajaan satu atau lebih organisme akuatik dan meningkatkan produksi total atau
produksi jenis tertentu sehingga melebihi tingkat yang dapat didukung oleh proses
alaminya.

b. Perikanan penangkapan Ikan liar (wild  fisheriesy Perikanan tangkap yang

dikembangkan atas dasar produksi dan peremajaan alamiah dari stok

Tingkat yang paling modern dari perikanan penangkapan yang ditingkatkan adalah
Perikanan penangkapan berbasis Kultur (cuiture based fisheries) yang didefinisikan sebagai
perikanan tangkap yang dikembangkan dengan cara menebarkan malerial yang berasal dari
instalasi akuakuitur.

Ditinjau dari sifat pengusahaannya oleh para nelayan, kegiatan penangkapan di perairan
darat dapat dikelompokkaan menjadi tiga kelompok:
1. Perikanan artisanal. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang ditujukan hanya
untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga para nelayan sendiri
2. Perikanan komersial: penangkapan ikan yang dilakukan olen nelayan dengan tujuan
menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi
sebagian besar atau seluruh kebutuhan hidupnya
3. Perikanan rekreasi: pernangkapan ikan yang diselenggarakan oleh perorangan dengan
tujuan utama untuk hiburan (rekreasi) tetapi dengan sasaran kedua menangkap
ikan untuk konsumsi domestik tetapi tidak uniul penjualan lebin tanjut.
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Sudah sejak iama, kegiatan perikanan penangkapan, baik di perairan darat atay di
perairan bahari, diusahakan agar berkelanjutan atau lestari (sustainable) dalam arti raman
(vield) yang dapat diambil dari stok bersifat untuk selama-lamanya. Kelestarian stok ikan
dipengaruhi juga oleh habitat dan interelasinya dengan jenis ikan dan tumbuhan lainnya o
perairaan darat. Perkembangan yang lebih lanjut dari teknik-teknik enhancement lebih
menyiratkan arti kelestarian produksi seperti halnya pada produksi pertanian. Raman lestari
pada konsep pemikiran ini mengandung makna keberlanjutan raman (produksi dari stok) pada
rezim input {ertentu fetapi menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitarnya.

LANDASAN FILOSOFIS: LIMA BELAS AZAS PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN
DARAT

Pengelolaan perikanan perairan darat Indonesia, sesuai dari jwa UU Nomor 9 tahun 1985
tentang Perikanan dapat didefinisikan sebagai semua keputusan dan tindakan yang berkaitan
dengan sumberdaya perikanan darat yang bertujuan unfuk meningkatkan kese jahteraan
masyarakal ferkait dan untuk melestarikan keanekaragaman plasma muitfah sumberdaya
perikanan. Pengelolaan sumberdaya ikan menurut Pasal 3 UU RI No 9 1985 ayat 1, ditujukan
kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Untuk mencapai
tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah melaksanakan pengelolaan
sumberdaya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya ikan beserta
lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dari sisi kesepakatan
tentang keharusan menerapkan Aspek-aspek Perikanan yang Bertanggungjawab (FAQ 1997),
ada lima belas Azas Umum yang harus diterapkan oleh negara dalam mengelola perikanan
perairan darat. Kelima belas azas umum fersebut disajkan pada Tabel 1. Cukup banyak
ketentuan dari kelima belas asas tersebut yang merujuk, baik tersirat ataupun tersurat; tentang
perlunya pengembangan suaka perikanan perairan darat sebagai salah satu perangkat
konservasi dan pengelolaan perikanan perairan darat.

SUAKA PERIKANAN PERAIRAN DARAT SEBAGAI PERANGKAT PENGELOLAAN:
PENGALAMAN DAN ALTERNATIF PENERAPANNY A

Suaka Perikanan atau reservat didefinisikan sebagai suatu perairan, baik bahari atau air
tawar, yang mempunyal bagian-bagian yang lkannya tidak boleh ditangkap oleh siapapun,
kapanpun dengan cara apapun. Keberadaan suaka perikanan dalam sistem hukum Indonesia
dijamin oleh Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No 9 Tahun 1985 Tentang
Perikanan, Berdasar undang-undang ini, suaka perikanan perairan darat adalah suaty
perangkat pengelolaan perikanan penangkapan di peraran darat yang diharapkan dapat
menjalankan tiga fungsi utama yaitu:
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melestarikan atau meningkatkan produksi perikanan penangkapan yang didasarkan
atas keberadaan populasi ikan alami di perairan sekitarnya;

untuk melestarikan keanekaragaman hayati sumberdaya perikanan;

melindungi habitat penting dan kritis bagi ikan.

Selain ketiga fungsi tersebut ada enam potensi fungsi lain dari suaka perikanan perairan
darat (HARTOTO ef al. 1994, HARTOTO et al. 1995, HARTOTO et af 1998, HARTOTO et o
1999) yaitu;

)

()

(6)
@)

)

(9)

(10)

menyediakan bagian perairan yang lebih dapat terawasi dari kegiatan penangkapan
ikan dengan cara dan alat-alat yang bertentangan dengan UU dan peraturan yang ada;
sarana untuk memulihkan populasi ikan yang terancam dengan jalan memilih dan
meresforasi habitat-habitat alami ikan yang hampir punah sebagai zona inti dari
sebuah kawasan suaka perikanan perairan darat;

menyediakan suatu bentuk atraksi dalam industri ekowisata;

adanya zona penyangga akan memudahkan nelayan untuk memperoleh bibit dan
atau benih untuk usaha budidaya karamba apung. Jadi disini suaka perikanan
berperan sebagai bank plasma nutfah perikanan;

adanya zona inti yang relatif terjaga baik ekosistemnya akan menyebabkan
proses-proses biogeokimia di perairan tersebut berjalan dengan sempurna sehingga
pada akhirnya kualitas air di zona inti akan lebih baik bila dibandingkan dengan bagian
lain dari daerah penangkapan tersebut. Tanpa disengaja tersedialah suatu badan air
pemasok air baku untuk keperluan domestik;

menyediakan stasiun-stasiun pemantavan untuk kegiatan Kajian Dampak Lingkungan
Akuatik (Aguatic Environmental Impact Asessment);

menyediakan semacam lumbung ikan atau jaring pengaman pangan (food safely net)
bagi kaum jompo dan kaum cacat yang tinggal di sekitar perairan suaka perikanan.
Bila zona inti suaka perikanan terkelola dengan balk maka akan banyak ikan di zona
penyangga sehingga kaum jompo dan cacat dapat memenuhi kebutuhan makanan
dengan ikan.

Direktorat Jenderal Perikanan pada tahun 1986 melaporkan keberadaan 199.175 hektar
suaka perikanan perairan darat (DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN, 1986). Tidak ada
penjelasan mengenai definisi, latar belakang teoritis dan strategi pengembangan suaka-suaka
perikanan tersebut (SARNITA 1993a, SARNITA 1993b, PURNOMO ef o/ 1995, SARNITA ef al
1995 and SARNITA 1995). Sebagai akibatnya, kondisi pengelolaan sebagian besar suaka

27



Tabel 1. Lima belas Asas Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Indonesia (Modifikasi dari FAO 1997)

No.

Penjelasan

1. Asas kewajiban
dan partisipasi
sebagai penggu-
na dalam sistem
multiguna

Pemerintah dan pemanfaat sumberdaya hayati akuatik harus melestarikan ekosistem akuatik. Pada hak menangkap ikan
terkandung pula kewajiban untuk melakukan konservasi dengan cara yang bertanggung jawab, sedemikian rupa sehingga

konservasi dan pengelolaan yang efektif dari sumberdaya hayati dapat terjamin. Untuk mencapai hal tersebut beberapa butir
penting harus diingat yaitu:

a. Konservasi ekosistem akuatik berada dalam lingkup pemanfaatan multi guna sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)
¢ Sumber kendala terhadap sistem dan komponen biotiknya berasal dari kegiatan lain selain penangkapan ikan
b. Asas pemanfaat yang membayar:
» Pembebasan kewajiban membayar haruslah dianggap subsidi
e Asas Yang Mencemarkan yang membayar
e Penerapan yang seragam asas yang mencemarkan yang membayar
c. Perlunya dikembangkan partispasi nelayan dalam proses pembuatan kebijakan

2. Asas Pembangun-
an Berkelanjutan

Pengelolaan Perikanan harus memicu pemeliharan kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumberdaya perikanan dalam
jumlah yang memadai untuk generasi sekarang dan masa datang dalam konteks keamanan pangan, penghilangan kemiskinan
dan pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah pengelolaan seharusnya tidak hanya menjamin konservasi spesies
target, akan tetapi juga spesies yang mendiami ekosistem yang sama atau yang terkait atau yang tergantung pada spesies
target. Butir-butir penting yang periu diperhatikan dalam penerapan azas ini:

a. Sifat sumberdaya perikanan:
Perikanan danau relatif terbebas dari dampak iklim jangka pendek, sedikit jenis target, terletak pada sistem
“tertutup”. Perikanan sungai sangat dipengaruhi variasi tahunan curah hujan, banyak jenis target, terletak pada
sistem “terbuka” sedangkan perikanan waduk bersifat di antara perikanan sungai dan danau.

b. Dampak umum pengelolaan perikanan: tidak mungkin melaksanakan kegiatan penangkapan tanpa mengganggu
kesetimbangan asli dari stok-stok ikan-ikan asli

c. Tipe-tipe perikanan
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Sambungan Tabel 1.

6. Asas optimasi dan
keamanan alat
penangkapan

Alat dan praktek penangkapan ikan selektif dan aman bagi lingkungan harus dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut, sejauh
dapat dipraktekkan untuk memelihara keanekaragaman hayati, meletarikan struktur populasi dan ekosistem akuatik serta
melindungi mutu ikan. Bila terdapat alat dan praktek penangkapan ikan yang sesuai, maka hal itu harus diakui dan diberi
prioritas untuk dalam penetapan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan. Pemerintah dan pemanfaat ekosistem
akuatik harus meminimumkan limbah penangkapan ikan yang bukan spesies target serta dampaknya pada jenis-jenis terkait
atau tergantung. Butir penting yang perlu diperhatikan disini adalah sifat alamiah dari alat penangkapan. Adakalanya alat
tangkap ikan dalam sistem multi spesies terpaut dengan struktur sosial dan sukar untuk melarang atau menghapus alat tangkap
tertentu tanpa mengganggu kesetimbangan masyarakat. Oleh karena itu setiap keputusan pelarangan alat-alat tangkap harus
didasarkan pada saran biologi, sosial dan ekonomi yang sehat dan masuk akal. )

_

7. Asas penghormat-
an pada nilai etik
hasil tangkapan
dan sumberdaya

Pemanenan, penanganan, pengolahan dan distribusi ikan dan produk perikanan harus dilakukan dengan cara-cara yang
mempertahankan nilai gizi, mutu dan keamanan produk perikanan, mengurangi limbah dan meminimumkan dampak negatifnya
terhadap lingkungan

alam

8. Asas perlin- Seluruh habitat perikanan yang rawan, baik dalam sistem bahari atau perairan darat, seperti misalnya lahan basah, hutan bakau,
dungan terhadap | terumbu karang, goba (/agoon) tapak-tapak pemijahan, jika periu dan sejauh mungkin harus dilindungi dan di restorasi. Upaya
habitat penting khusus harus dilakukan untuk melindungi habitat-habitat semacam itu dari perusakan, penurunan mutu, pencemaran dan
dalam daur hi-dup | dampak-dampak nyata lain yang dihasilkan manusia yang dapat mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup sumberdaya
ikan perikanan tersebut. Butir-butir penting yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalzah:

a. Konservasi lingkungan akuatik: Pemerintah harus bertanggungjawab dan merencanakan dan melaksanakan pelestarian
lingkungan akuatik dalam konteks pemanfaatan perairan yang muiti guna. Sangat banyak kegiatan di luar sektor
perikanan perairan darat yang sifatnya mendasar untuk pemfungsian masyarakat modern sehingga batas-batasnya
dalam kepentingan konservasi menjadi hipotetis . Oleh sebab itu harus dijaga agar banyaknya intervensi tersebut
semacam itu dapat diupayakan hingga jumlah minimum dan terbatas dampak-dampaknya

b. Lima unsur konservasi perikanan:

1. Pemeliharan dan restorasi saling ketersambungan saluran memanjang (longitudinal) dan menyamping (/ateral)
bagi kepentingan pelestarian pola ruaya ikan dengan cara penghilangan rintangan yang melintang atau
menyamping tanggul atau mekanisme lintasan ikan.

2. Restorasi atau perawatan saluran utama di sungai-sungai termasuk pengkelok-kelokan alamiah (meander),
gosong pasir ditengah sungai (point bars), struktur dasar sungai, vegetasi dan sebagainya

3. Perawatan dan restorasi paparan banjir dan lahan basah persungaian. Kegiatan ini tidak harus dilakukan di
sepanjang sungai tetapi harus ditetapkan suaka-suaka perikanan pada interval-interval tertentu yang mana
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rezim banjir normal dipertahankan.

4. Pembersinan dan pengendalian semua sumber pencemaran yang jelas (point source of pollution) yang
mencakup pencemaran industri, pencemaran limbah daerah urban dan limbah pertambangan. Sumber limbah
yang tersebar (non point source of pollution) khususnya nutrien juga perlu dikendalikan.

5. Pengendalian proses-proses pada tingkat DAS, khususnya penggundulan hutan, pertambangan di Sungai dan
perubahan dalam praktek Pertanian dapat menjurus pada siltasi besar-besaran yang dapat mempersingkat usia
danau dan waduk serta menggoyahkan kestabilan saluran sungai dan paparan banjir.

9 Asas pertimbangan
terhadap sifat
multi-guna
Kawasan pesisir

Pemerintah harus menjamin bahwa kepentingan perikanan, termasuk kepentingan akan konservasi sumberdaya, diperhitungkan
dalam pemanfaatan multiguna zona pesisir dan dipadukan ke dalam pengelolaan, perencanaan dan pembangunan kawasan
perairan darat di posisi yang lebih hulu

10. Asas penegakan
peraturan kon-
servasi lintas
daerah

Dalam lingkup wewenangnya masing-masing dan sesuai hukum nasional, pemerintah daerah harus menjamin kepatuhan
masyarakat terhadap penegakan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan serta menetapkan mekanisme yang efektif (jika
periu) untuk memantau dan mengendalikan kegiatan kapal-kapal penangkapan dan kapal pendukung penangkapan ikan.

11. Asas kewajiban
kerjasama an-
tara daerah
dalam penge-
lolaan produksi
dan konservasi

Dalam lingkup wewenangnya masing-masing dan sesuai hukum nasional, instansi pemerintah daerah terkait harus bekerjasama
melalui organisasi regional atau nasional untuk (a) memajukan konservasi dan pengelolaan perikanan; (b) menjamin
terlaksananya kegiatan penangkapan ikan yang bertanggungjawab dan (c) menjamin terlaksananya aktivitas konservasi dan
perlindungan sumberdaya hayati akuatik secara efektif pada rentang sebarannya, dengan memperhitungkan keperluan akan
langkah-langkah konservasi yang sesuai, baik didalam batas atau di luar batas wewenang adminsitrasinya.

12. Asas transparan-
si dalam proses
pengambilan ke-
putusan

Pemerintah daerah, sejauh diizinkan oleh hukum dan peraturan nasional, harus menjamin bahwa proses-proses pengambilan
keputusan berlangsung transparan dan mencapai penyelesaian tepat waktu terhadap persoalan-persoalan mendesak.
Pemerintah daerah, sejalan dengan prosedur yang sesuai, harus memberi kemudahan konsultasi dan keikutsertaan yang efektif
dari masyarakat industri, masayarakat nelayan, organisasi lingkungan dan organisasi masyarakat terkait lainnya; dalam
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut harus mempertimbangkan perkembangan hukum dan kebijakan yang
terkait dengan perkembangan pengelolaan perikanan dan kebijakan permodalan. Butir penting dari azas kedua belas adalah

perlu nya dibuat alokasi sumberdaya perairan darat, yang mencakup pula definisi manfaat yang dapat diperoleh dari|
sumberdaya serta deskripsi tanggungjawab setiap yang menerima alokasi sumberdaya. |
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perikanan tersebut umumnya sangat buruk, seperti yang teramati di Kalimantan Timur
(HARTOTO 1997) dan Kalimantan Tengah (HARTOTO 2000a).

Di sisi lain HARTOTO (2000b) melaporkan keberhasilan nelayan dan pemerintah Jambi
dalam  menerapkan konsep meta-populasi untuk Konservasi biodiversitas ikan melalui
penetapan suaka perikanan perairan darat yang digabungkan dengan pendekatan pengelolaan
yang berbasis komunitas. Pemeliharaan secara operasional integritas ekologi dilaksanakan
melalui penetapan zonasi di dalam suaka Perikanan perairan darat modern (HARTOTO et al
1993). Keberadaan suaka-suaka perikanan tersebut juga dilaporkan dapat meningkatkan
produksi penangkapan ikan di perairan sekitarnya (HARTOTO & YUSTAWATI 1989, HARTOTO
et al. 1998 dan HARTOTO 1988). Sejak masa tak tercatat dalam sejarah, di banyak wilayah
Indonesia seperti Sumatra Barat (SABAR 1983), Kalimantan Timur (HARTOTO 1987) dan
Kalimantan Tengah (HARTOTO 2000), Jawa Timur (Pelestarian ikan di Sendang Banyubiry,
Pasuruan), Jawa Barat (Pengkeramatan lkan Kancra di Kuningan) dan Jawa Tengah (ikan yang
hanya dapat dimakan orang kebanyakan setelah disentuh raja, Relief Candi Prambanan, dari
Kresno Yulianto pers. com.), masyarakat adat setempat telah secara terpisah menerapkan
kearifan tradisional untuk melestarikan sumber daya ikan. Kearifan tradisional tersebut secara
garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Pada perairan yang ikannya dimafaatkan
faunanya untuk kegiatan penangkapan harus selalu ada bagian dari perairan yang ikannya tidak
boleh ditangkap oleh siapapun, kapanpun dan dengan cara apapun. Ketentuan tradisional ini
ternyata pada abad kedua puluh, disarankan sebagai suatu usaha perlindungan populasi inti
dalam rangka penerapan konsep meta-populasi untuk perlindungan satwa ikan di perairan
darat (ANGERMEIER & WINSTON 1887).

Kajian mengenai usaha penerapan prinsip meta-populasi untuk Pengembangan Suaka
Perikanan di Propinsi Jambi telah dilaporkan oleh HARTOTO (2000). Peraturan-peraturan
konservasi tradisional tersebut biasanya ditegakkan dengan sistem sangsi yang disyahkan oleh
kesepakatan masyarakat adat setempat. Bila ditinjau darl sisi kajfian pembangunan
berkelanjutan, aktivitas pengawasan oleh oforitas masyarakat adat setempat ini merupakan
salah satu contoh operasional penerapan dimensi penerimaan secara sosip-politik dari Strategi
Pembangunan Berkelanjutan.

Dari ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disebutkan terdahulu dan pasal-pasal lain
UU RI Nomor 9 tahun 1985 terdapat enam unsur pokok yang harus ada pada sebuah suaka
perikanan perairan darat. Keenam unsur pokok tersebut adalah:

(1) Suaka perikanan adalah salah satu dari perangkat pengelolaan untuk melestarikan
sumberdaya ikan dan lingkungannya dan untuk memakmurkan serta
mensejahterakan nelayan terkait sebagai bagian dari rakyat Indonesia.
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{2) Suaka perikanan harus mempunyai ciri-ciri khas (ekologis) atau indah: ecofogical
integrity

(3) Pada suaka perikanan ada pengaturan oleh yang berwenang mengenai daerah jalur
{zonasi), waktu dan musim penangkapan.

{4) Karena suaka perikanan adalah juga sarana untuk melestarikan sumberdaya ikan
maka pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan suaka
dapat dianggap sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerusakan. sumberdaya ikan
dan atau lingkungannya, sehingga dapat dikenakan sangsi pidana sesuai pasal 24
UU Rl No 9 tahun 1985.

(5) Sesuai tujuan pengelolaan perikanan, sebuah suaka perikanan secara operasional
diharapkan dapat berfungsi sebagal pemasok bibit, benih dan perairan yang
mewadahi wakil keanekaragaman hayati plasma nutfah perikanan psnangkapan
terkait di sekitarnya.

(6). Mengingat keberadaan sumberdaya ikan sangat tergantung pada keutuhan sfrulktur
dan fungsi sistem lingkungannya maka sebuah suaka perikanan selayaknya dikelola
dalam satuan kawasan (daerah) suaka perikanan yang jelas batas-batasnya.

NASKAH AKADEMIK PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN SUAKA PERIKANAN
PERAIRAN DARAT

Latar belakang teoritis dari disiplin limnologi dan ikhtiologi diperlukan dalam
pengembangan petunjuk teknis pengelolaan suaka perikanan perairan darat. ANGERMEIER
& WINSTON (1997) mengemukakan pentingnya penerapan prinsip-prinsip metapopulasi
dalam pengembangan perangkat manajemen konservasi ikan. Seperti sudah dikemukakan
sebelumnya penerapan prinsip metapopulasi tersebut sudah dilakukan dalam pengembangan
sistem suaka perikanan darat di Propinsi Jambi (HARTOTO 2000b, HARTOTO et al. 1999b,
HARTOTO et al. 1994, HARTOTO et al. 1985). Ada ahli Eingkungan yang berpendapat bahwa
kita harus mengetahui dengan cukup tentang suatu sumberdaya perairan darat sebelum kita
mengelolaanya tetapi di sisi manajemen kanservasi sumberdaya, Soule (1880) berpendapat:

Toleransi terhadap kelidakpasiian diperiukan dalam prakftek biologi konservasi. Kritik
membangurn adalah sesuatu yang diharaplan, tetapi menganut faham kaum “purist’ yang
berpendapat jangan berbuat apapun hkarena data belum cukup (insufficient data) adalah
bagaikan meninggalkan pasien berdarah-darah of meja operasi,

Dengan semangat yang ditularkan oleh Soule inilah, naskah akademik kriteria seleksi
habitat dan kriteria evaluasi suaka perikanan perairan darat telah dibuat (HARTOTO o al.
1988). Pada tahun 2000 naskah akademik tentang suaka perikanan tersebut bersama sama
dengan naskah akademik tentang Protoko! Penebaran (HARTOTO 2000) diadaptasi oleh
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Dirjen Perikanan dalam Pedoman Reservat dan restocking (DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN 2000},

RISET YANG MASIH DIPERLUKAN UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM SUAKA
PERIKANAN PERAIRAN DARAT

Tersirat dalam 15 asas pengelolaan perikanan perairan darat yang bertanggungjawab
bahwa semua keputusan mengenai sumberdaya perikanan perairan darat harus didasarkan
atas bukti ilmiah terbaik (best scientific evidence). Sampai tahun 1998 studi limnologi tentang
suaka perikanan masih bersikap sangat parsial dan tidak spesifik serta hasilnya masih sulit
dikembangkan menjadi naskah akademis yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun
panduan teknis (PURNOMO et al. 1993, ISMAIL ef al. 1996, SARNITA ef al. 1995, SARNITA
1993a, SARNITA 1993b, SANITA 1995a, SARNITA ef af. 1995).

Untuk meningkatkan dasar iimiah pengelolaan suaka perikanan perairan darat
Indonesia perlu dikembangkan penelitian-penelitian yang terkait dengan integritas ekologi
perairan darat Indonesia. Sesuai dengan penelitian sebelumnya (HARTOTO et al 1998,
HARTOTO 2000, HArTOTO et al. 1998), perairan-perairan yang dianggap sesuai untuk
dijadikan suaka perikanan perairan darat antara lain adalah danau banjiran berbentuk punuk
sapi (oxbow lakes), ruas-ruas sungai utama, ruas-ruas anak sungai utama, teluk sebuah
danau dan perairan bebas di sekitarnya dan perairan mangrove di daerah muara sungai.
Studi-studi yang terkait dengan pengumpulan informasi tentang integritas ekologi untuk
menunjang pengelolaan suaka perikanan antara lain adalah studi dinamika struktur
komunitas ikan (larva dan dewasa) yang terkait dengan fluktuasi tinggi muka air, studi
klasifikasi habitat akuatik untuk menentukan prioritas lahan yang dapat dikembangkan
sebagai suaka perikanan, preferensi dan seleksi habitat oleh ikan, hubungan antara variasi
konsentrasi nitrogen inorganik dan organik, karbon organik dan anorganik dan aneka
senyawa fosfor dan kehadiran ikan, produksi alga, rotifera dan zooplankton di habitat limnetik
dan batas air udara, hubungan antara produksi ikan dan produksi avertebrata akuatik,
respons gustatori dan olfaktori ikan terhadap sinyal kimia alami di sistem akuatik dan laju
dekomposisi bahan organik terlarut dan terlarut.

Studi-studi lain yang juga penting dilakukan adalah studi karakteristik habitat penting
dan habitat kritis, seperli tapak pemijahan (spawning sites), tapak pengasuhan (nursery
sites), tapak untuk mencari makan (feeding sites), tapak untuk berlindung (refuge site) dan
tapak untuk kembara (roaming sites) juga tapak ini dianggap habitat kritis dan penting karena
perairan ini dianggap menyediakan sumberdaya habitat tertentu (habitat resources) atau
sebagai ruang untuk menjalankan fungsi fisiologis jenis-jenis ikan tertentu. Menurut HAYES
et al. (1996) sumberdaya habitat didefinisikan sebagai fempat-tempat tertentu dimana seekor
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ikan, populasi ikan atau komunitas ikan dapal menemukan sifal-sifat fisika, kimia dan biologi
lingkungan yang diperiukan untuk kehidupannya, seperti misainya kualitas air yang sesuai,
jalur ruaya, tapak pemijahan, tapak untuk mencari makan, tapak untuk beristirahal dan
pelindung dari musuh dan cuaca yang buruk. Parameter-parameter fisika, kimia dan biologi
mendefinisikan tempat tersebut, sedangkan niche sesuai dengan Hulchinsonian Niche
Theory, yang didefinisikan sebagai ruang hipervolume berdimensi, menggambarkan
bagaimana aktivitas suatu jenis ikan tertentu menyesuaikan diri dengan habitat tersrebut
jenis lain yang terkait {WETZEL 2001).

8. POTENSI PENGEMBANGAN SISTEM SUAKA PERIKANAN PERAIRAN DARAT SEBAGA}
SUATU ATRAKSI EKOWISATA

Ekowisata dapat didefinisikan sebagai aktivitas rekreasi of alam yang hanya sedikif
mempunyai. efek merugikan terhadap lingkungan, tetapi kebalikannya bahkan meningkatkan
pengetahuan wisatawan tentang alam, adanya sumbangan pada kegiatan konservasi alam dan
juga meningkatkan ekonomi lokal (HARTOTO et.al 1999). Banyak diantara kita yang tidak dapat
membedakan antara turisme masal di alam dari ekowisata (Tabel 2). Ada lima pemain utama yang
penting dalam pengembangan ekowisata (Tabel 3 dan Gambar 1). Untuk mengembangkan
sumberdaya ekowisata secara berkelanjutan harus dipenuhi empat kondisi seperti yang disajikan
pada Tabel 4.

Potensi suaka perikanan sebagai kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai
kawasan ekowisata sudah dikaji oleh HARTOTO ef al (1999). Suaka Perikanan Danau Loa
Kang Fishery Reserve d DAS Mahakam, Kalimantan Timur dinyatakan sebagai slah satu contoh
suaka perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai atraksi ekowisata
(HARTOTO 1997). Suaka perikanan sudah dikelola oleh Kerajaan Kutai Kertangara sebagai
semacam suaka perikanan sejak 500 tahun yang lalu. Selain itu perairan di sekitar suaka
perikanan ini juga dilaporkan berperan sebagai tapak mencari makan bagi Pesut Mahakam
{Orcaella brevircstris), sejenis mamalia air yang sebarannya cukup terbatas. Pengembangan
suaka perikanan untuk kawasan ekowisata jelas periu dikembangkan sebagal atraksi ekowisata.
Peran limnologi untuk pengembangan ekowisata perairan darat sudah dikaji oleh HARTOTO
(1999). Peran tersebut antara lain dalam masukan hasil penelitian limnologis perairan yang akan
menghasilkan luaran mengenai biota akuatik dan ciri fislk penting, daftar referensi, daftar Key
Person, kalender fenologis dan daftar sumberdaya yang mencakup daftar satwa liar akuatik, daftar
aktivitas sport air, gaya hidup manusia yang terkait dengan air, dan sejarah tapak ekowisata.
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Tabel 3. Peran spesifik dari lima pemain dalam bisnis ekowisata perairan darat

Pemain {(Komponen) Peran dan Fungsi

Penduduk setempat Melalui pemanfaatan harian sumberdaya perairan darat,
sumberdaya budaya dan sejarah mereka tidak hanya dapat
berperan sebagai penjaga tetapi juga sebagai tuan rumah bagi

wisatawan,
Ahli limnologi dan Mengamati sumberdaya fokal dari sudut pandang keilmuan.
ahli lainnya Pentingnya keberadaan ahli limnologi dan ahli lain terletak pada

posisinya sebagai penasehat, karena mengetahui dengan sebaik-
baiknya tentang sifat limologis, aspek budaya dan aspek sejarah
sumberdaya dan kemampuannya menyebarkan informasi. Mereka
dapat membantu dalam perencanaan terinci program perjalanan.

industri jasa Mengembangkan produk ekowisata berdasarkan nasehal para

perjalanan peneliti. Dengan melaksanakan jasa perjalanan ini, industr
membantu merangsang pertumbuhan ekenomi lokal.

Wisatawan Karena pengetahuan yang diberikan kepada mereka oleh pemandu

lokal, maka wisatawan akan lebih paham tentang wilayah tersebut
dan dapat membawa pofit langsung atau tidak langsung.
Wisatawan berperan penting dalam membantiu penduduk setempat
untuk  memahami bahwa melestarikan dan mengkonservasi
sumberdaya adalah hal yang sangat penting untuk kestabilan
ekonomi mereka.

Pemerintah Mepunyal tanggungjawab untuk mendukung perkembangan
ekotourism, seperti menyusun penduan, menyediakan petatihan
untuk staf dan menfdukung keagiatan non profit.

Sumber; Hartoto (2000)

8. ALTERNATIF SKENARIO PENGEMBANGAN SISTEM SUAKA PERIKANAN PERAIRAN
DARAT DI INDONESIA

Sifat limnologis perairan darat Indonesia berbeda antar satu pulau dengan pulau lainnya,
demikian pula karakteristik ikhtiofauna dan fauna lain perairan yang bersangkutan. Seperti
halnya stok perikanan perairan darat & belahan lain dunia, stok perikanan perairan tangkap di
Indonesia juga tfelah ratusan tahun mengalami dua tekanan utama, yaitu penangkapan
berlebihan dan pencemaran. Alchir-akhir ini faktor-faktor lain yang menekan stok ikan adalah
penebangan hutan, pematusan lahan, pengaturan sungai, pengembangan dan lain-lain
{COWX 1994). Diagram aneka gangguan yang menekan stok ikan di perairan darat disajikan
pada Gambar 2.

Pengembangan Suaka Perlkanan harus ditempatkan sebagai bagian dari  strategi
pengembangan dan pengelolaan perikanan perairan darat secara keseluruhan. Pada
dasawarsa terakhir, strategi-strategi pengelolaan perikanan perairan tangkap di perairan darat
di dunia, pada dasarnya dilujukan untuk menstabilkan status  stok dan mencegah
penurunannya leblh tanjut. Strategi-strategi tersebut biasanya diarahkan untuk memelihara dan
atau meningkatkan raman (yiefd) perikanan secara berkelanjutan. Strategi-strategi tersebut
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mencakup Pengelolaan Perikanan tangkap (fisheries management), miligasi perikanan

(fisheries mitigation), renabilitasi Perikanan (fisheries rehabilitation) dan akuakultur (Gambar 3).

Tabel 4. Empat kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai pemanfaatan yang berkelanjutan dari

tapak-tapak ekowisata di perairan darat

Kondisi Keterangan
nomor ——

1 Kegiatan ekowisata harus didasarkan atas padisipasi dan kerjasama komunitas lokal yang

sangal terkait dengan perairan darat: mereka harus berpartisipasi pada tahap-tahap berikut:

a. sebagai kelompok yang memperkenalkan dan menyambut pengembangan ekowisata

h. Sebagai nara sumber dalam tahap perencanaan

¢ Sebagai pemandu dan penasihat bagi pengunjung pada sumberdaya perairan darat
setempat

2 Adalah sangat berharga bila ada keteriibatan pemandu atau penduduk setempat lainnya yang
dapat menjelaskan secara ilmiah atau secara khusus ciri-ciri flora dan fauna, ragam budaya
dan riwayat historis sumberdaya wisata perairan darat terkait. Mereka ini harus menjadi salah
salu anggota struktur manajemen yang harus dikembangkan untuk mengevaluasi status dan
kondisi tapak wisata secara keseluruhan, Evaluasi status dan kondisi keseluruhan sumberdaya
ekowisata dapat dilakukan dengan:

a. Mengevaluasi Sumberdaya dan mendokumentasi data yang terkumpul

b. Secara individu mengevaluasi produk-produk ekowisata melalui pemahaman status
sumberdaya ekowisata

¢. Mencatat dan menciptakan sistem penyimpan dan pengambilan informasi tentang
sumber

d. Menciptakan buku panduan untuk penduduk setempat sehingga dapat menjelaskan
secara masuk akal fujuan-tujuan tindakan pengelolaan sumberdaya ekowisata.

3 Pengembangan produk-produk dan jasa-jasa ekowisata harus mencerminkan gaya setempat.
Produk ekowisata harus diciptakan dengan memadukan tiga hal berikut. dalam arti
menawarkan ekowisata sebagai perjalanan

1. Adanya avaluasi dan pengaturan yang didasarkan studi yang memadai tentang
sumberdaya untuk mengembangkan Produk Ekowlsata dengan Buku Panduan
Ekowisata yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan,

2. Mengembangkan program aktivitas untuk para wisatawan yang memberi prioritas pada
keadaan sumberdaya, misalnya menyesuaikan program kunjungan wisata ke Suaka
Perikanan Taman Gii disesuakan dengan wakiu memijah ikan Semah (Tor
douronensis). Salah satu kiat penting pengembangan ekowisata adalah Timing is the
Essence of Ecotourlsm.

3. Melibatkan industri perjalanan wisata: menawarkan ekowisata sebagai pilhan yang lebih
menguntunakan dan disukai dibandingkan wisata masal d alam

4 Menjadikan wisatawan leriibat dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya. Dengan
perkataan lain mengajak  para wisatawan dari hanya sebagal penikmat jasa wisata
(costumer) menjadi peserta kegiatan ekowisata (participant). Mereka didorong untuk
mengambil peran proaktif dalam pengelolaan satwa liar, suaka-suaka Perikanan dan Suaka-
suaka alam atau cagar-cagar budaya. Peran proaklif ini dapat dicapai meialui :

a  Menciptakan suatu sistem yang membuka peluang bagi wisatawan untuk berperan
serta dafam pengelolaan Kkonservasi dan sumberdaya- Jadi harus memberi
kesempatan untuk wisatawan untuk memperoleh pengalaman yang tak terlupakan

b. Kembangkan suatu ikalan emosiona'mental antara wilayah ekowisata tersebut dengan
para wisatawan. Hal ini akan memikat wisatawan untuk menjadi dari pengunjung sekall
{oneime visifor) menjadi wisatawan berulang (nepeaf customer)

Sumber: Hartoto (2001)
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PENDUDUK SETEMPAT
(Hosts & Guides

Informefsi Pelatihan Pemandu
Tentang . Wisata Konservasi
Sumberdaya Kontrak Memberikan
Lokal dengan Pengalaman
/ Pemandu Ekowisata \
I.ofcal
LIMNOLOGIST Studi & PEMERINTAH
(& ahli lain) Pemantaua {Pusat & Daerah)

Untuk Manaje

Informasi
tentang
tentang sumberdaya
Akomodasi ekowisata

& Sumberdaya

Membuat panduan
informasi ufjuk Wisatawan
Tentang

Akomodas,

Panduan untuk Biro
per jalanan

v

Menjual praluk l WISATAWAN
Ekowisata {Partici pants)

BIRO
PERJALANAN

Gambar 1. Diagram untuk menggambarkan interaksi antara komponen pada Pengembangan dan
Pengelolaan ekowisata di perairan darat.
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INTRODUKS] JENIS
BARU
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Gambar 3. Aneka teknik untuk memulihkan dan meningkatkan stok perikanan penangkapan di perairan umum (Cowx, 1984)
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Sejauh ini belum banyak ditemukan informasi berapa persen dari luasan total
sumberdaya perikanan perairan umum yang perlu dikembangkan menjadi suaka perikanan
untuk mendukung produksi perikanan perairan tangkap yang berkelanjutan. LIU & YANG
(1994) melaporkan bahwa suaka perikanan seluas 3-10 % dari luas Danau Dianchi, yang
melindungi habitat kritis yang berperan sebagai tapak pemijahan dan tapak perlindungan,
mampu melestarikan produdi ice fish sebesar 1800-2200 ton per tahun. Untuk mengetahui
berapa besar luasan dan lipe habitat perairan darat, apa saja yang layak dikembangkan
sebagai suaka perikanan di suatu wilayah, maka perlu dilakukan studi klasifikasi habitat
perairan darat Indonesia. Studi klasifikasi habitat akuatik ini merupakan sebuah pola
pengumpulan data untuk mengklasifikasi habitat secara hirarkhis mulai dari Sistem, Sub-
Sistern, Divisi, Sub-Divisi sampai Kelas dengan menggunakan segugus data utama dan data
pelengkap atau modifier (HARTOTO 2001). Data hasil studi ini yang dilengkapi data hasil
evaluasi nilai-nilai konservasi fauna perairan darat Indonesia dapat dijadikan landasan pijak
dalam pengelolaan perikanan tangkap yang berbasis ekosistem,

Pengelolaan perikanan, termasuk yang menggunakan pengembangan suaka perikanan
sebagai suatu perangkat manajemen, sebenarnya merupakan suatu usaha untuk mengelola
cara manusia berinteraksi dengan sumberdaya perikanan, untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia atau untuk pengembangannya. Di masa lali pengelolaan suaka perikanan pada
umumnya dikelola dan ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berakhir dengan kegagalan dan
muncuinya kondisi manajemen yang buruk pada suaka perikanan yang ada (HARTOTO
2000a). Di sisi lain uji coba penerapan strategi yang adaptif dan ko-manajemen, yang mana
pada strategi ini suaka perikanan ditetapkan, dikelola dan dijaga secara bersama antara
pemerintah dan masyarakat setempat. Sistem ini terbukli berhasil mencapai hasil yang
diharapkan dan dapat mencapai sebagian besar sasaran penetapannya (HARTOTO el al
1998, HARTOTO 2000b). Sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan Indonesia yang
cenderung kearah pemberdayaan otonomi daerah, maka strategi pengembangan suaka
perikanan sebenarnya juga merupakan strategi perekayasaan sosial (social engineering)
masyarakat nelayan yang hidup di sekitar perairan suaka.

Didasarkan atas pengalaman empiris tersebut di atas dan pengalaman meneliti suaka
perikanan di berbagai penjuru Indonesia, berikut ini disajikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan yang terkait dengan penetapan suaka perikanan:

» Evaluasi umum sifat limnologis untuk menilai potensi suatu perairan darat yang
direncanakan akan dijadikan suaka perikanan harus sudah dilaksanakan dan selesai

sebelum pengenalan formal gagasan tersebut kepada masyarakat nelayan setempat.
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» Mengundang anggota masyarakat nelayan terpiih, yang mengerti manfaat dan
keuntungan dari adanya suaka perikanan untuk turut memilih bagian perairan darat yang
akan dikembangkan sebagai zona inti dan penyangga.

e lImuwan dan pegawai Dinas Perikanan harus berperan hanya sebagai fasilitator informasi
ilmiah, teknis dan legal yang berkaitan dengan suaka perikanan.

» Masyarakat adat setempat dihimbau dan dirangsang uniuk mengambil keputusannya
sendiri tentang perairan darat secara umum dan tentang suaka perikanan secara khusus.

e Tidak boleh ada aksi legal apapun yang dilakukan, yang berkaitan dengan penetapan
suaka perikanan; sebelum masyarakal adat setempal memberikan persetujuannya secara
tertulis dan resmi bahwa mereka setuju untuk menyerahkan bagian tertentu perairan darat
untuk dijadikan bagian dari suaka perikanan. Pengalaman mengajarkan bahwa waktu yang
diperlukan oleh masyarakat adat untuk mencapai keputusan tersebut bervariasi dari
beberapa bulan sampai beberapa tahun.

Pelajaran yang dapat dlambil dari studi-studi dan pengalaman penetapan suaka
perikanan darat bahwa ada empat aspek penting dalam pengelolaan suaka perikanan yang
berkeianjutan. Keempat aspek ftersebut adalah informasi, mekanisme regulasi, perangkat
ekonomi dan penggunaan sirategis dana publik.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini antara lain adalah:

¢« Pengembangan Suaka Perikanan perairan darat memenuhi ciri-ciri tiga dimensi
Pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi economic viability, dimensi socio politic
acceplability dan dimensi environmental compatibility

» Pengembangan Suaka Perikanan perairan darat adalah salah satu contoh penerapan
pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang perikanan.
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